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RINGKASAN

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merapagalah satu
badan usaha yang bergerak dibidang perasuransiag gapat menerima
pengalihan risiko dari setiap individu ataupun kef@k yang membutuhkan
perlindungan manakala risiko yang tidak diharapksnar — benar terjadi
dikemudian hari. Pengalihan risiko tersebut melsilisitu perjanjian asuransi yang
tertuang dalam bentuk tertulis yang disebut p@sngan ketentuan bahwasanya
pada awalnya pihak tertanggung mengisi sebuah 8urat Permintaan Asuransi
Jiwa (SPAJ) dan membayar sejumlah uang tertentg giebut premi kemudian
menunggu dalam jangka waktu tertentu untuk kelumrpglis dan bila terjadi
suatu risiko pihak tertanggung akan mendapatkarggserian yang disebut
klaim. Dalam perjanjian asuransi, terjadinya risedama jangka waktu tertentu
sebelum keluarnya polis sedangkan SPAJ telah ¢liseteringkali menimbulkan
masalah pembuktian yang berhubungan dengan penddgim .

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah bagaikaéinlekuatan hukum
SPAJ sebagai pengganti polis apabila terjadi ridtke@gaimanakah akibat hukum
apabila terjadi risiko terhadap tertanggung sedanggolis belum keluar dan
bagaimanakah proses pengajuan klaim dengan bulktd $Bda Asuransi Jiwa
Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk meigkekuatan hukum
SPAJ sebagai pengganti polis apabila terjadi risékabat hukum apabila terjadi
risiko terhadap tertanggung sedangkan polis bel@tak dan mengkaji dan
menganalisa proses pengajuan klaim dengan buktiJSi8la Asuransi Jiwa
Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebualakatis ilmiah yang
dapat dipertanggungjawabkan maka metode penetiilem penulisan skripsi ini
menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengandekatan masalah yang
berupa pendekatan perundang — undan@atufe Approach) dan pendekatan
konseptual Conceptual Approach), sumber bahan hukum yang digunakan adalah
sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum dekutan sumber bahan

non hukum, serta analisis bahan hukum menggunaktode deduktif.
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Kesimpulan yang dapat diambil dari judul kekuathokum Surat

Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diterbitkaeh gbenanggung terhadap

tertanggung apabila terjadi risiko yang diperjaajiipada Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 Cabang Jember adalah sebagai beriku

1.

SPAJ berkekuatan hukum sebagai suatu akiderhand pengganti polis
dalam hal sebagai alat bukti setelah adanya p&jamjsuransi dan sebagai
alat bukti dalam pengajuan klaim apabila terjadika yang diperjanjikan
antara penanggung dan tertanggung sesuai pas&il3®agang.

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah para pihakkberjiban melakukan
pembuktian bersama telah adanya perjanjian asur@esigan saling
mencocokkan data-data yang ada pada kedua belak phn juga dalam hal
klaim yang dibayarkan kepada tertanggung hanya 6@a¥h nilai uang
pertanggungan sesuai ketentuan pada Asuransi JieesamBa (AJB)
Bumiputera 1912.

Perbedaan proses pengajuan klaim sedangkan pdiisn beeluar dengan
pengajuan klaim biasa adalah dengan adanya perabukBrsama antara
pihak Bumiputera sebagai penanggung dan tertangdalagn membuktikan
telah terjadinya perjanjian asuransi antara kediahbpihak, dan juga dalam
hal pemeriksaan di lapangan yang selain dilakukaim kantor cabang jember
juga dilakukan oleh kantor wilayah malang.

Adapun saran dari penulis adalah agar calon nasdakm mengikuti

atau menyetujui suatu perjanjian asuransi ataam@ lainnya hendaknya lebih

hati-hati dan teliti dalam menyetujui sesuatu kesebut agar tidak menyesal dan

tidak timbul kesulitan dikemudian hari dan perusahaasuransi dalam hal

pemenuhan klaim hendaknya lebih memperhatikan keyggam tertanggung yang

sedang dalam kesulitan karena terjadi risiko atasilbah terhadap dirinya, hal ini

berhubungan dengan perlindungan hukum nasabamasura
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DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan mengadakan penelitian dari Fakuklakum
Uneversitas Jember.

Surat Keterangan telah mengadakan penelitian dadrahsi Jiwa
Bersama (AJB) Bumiputera 1912 cabang Jember.

Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)

Polis

Syarat — Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa BersamaBJ)A
Bumiputera 1912.

Kelengkapan berkas pengajuan klaim.

Kitab Undang — Undang Hukum Dagang (pasal — pasag yerkait
dengan Asuransi Jiwa).

Undang - Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang UsalasBransian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Buifal992
tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nord@2/
kmk.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaa

Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakekatnygandong berbagai
hal yang menunjukan sifat hakiki dari kehidupan sendiri, sifat hakiki yang
dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekalhgeaselalu menyertai kehidupan
dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan yaaigkakal yang merupakan
sifat alamiah kehidupan mengakibatkan adanya skedidaan yang tidak dapat
diramalkan terlebih dahulu dengan tepat, sehingigdk akan pernah memberikan
kepastian. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapatujud dalam berbagai
bentuk dan peristiwa yang biasanya dihindari dataimdupan normal. Keadaan
yang tidak pasti terhadap setiap kemungkinan ydapat terjadi dalam bentuk
atau peristiwa yang belum tertentu dan menimbuiiesa tidak aman inilah yang
lazim disebut risiko. Manusia sebagai makhluk Tuhgng di anugerahi
keistimewaan, mencari daya upaya guna mengatasitidek aman atau risiko.
Upaya yang dilakukan manusia antara lain dengam caenghindari atau
melimpahkan kepada pihak-pihak lain diluar dirinya.

Pelimpahan risiko kepada pihak lain inilah yang upekan cikal bakal
munculnya pertanggungan atau asuransi. Pada dasgenwsahaan asuransi
dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan pemavasau menawarkan
suatu perlindungan/proteksi serta harapan pada yess akan datang kepada
individu atau kelompok-kelompok masyarakat, jugadgpamasyarakat luas.
Disamping itu perusahaan asuransi dapat pula mékaberjaminan atau
kelangsungan hidup perusahaan — perusahaan dagi&erekonomi.

Dewasa ini kegiatan usaha perasuransian terlihabkmdan berkembang
dengan pesat, hal ini ditandai dengan berdirinyagadaan-perusahaan asuransi
baru disamping bertahannya perusahaan yang tedehihada. Faktor terpenting
pendorong fenomena berkembangnya usaha asurandahadeesadaran
masyarakat akan pentingnya perusahaan asuransh daaidupannya, yaitu
kesadaran akan pentingnya proteksi dan perenc&eammgan serta masa depan

keluarganya.
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Masyarakat Indonesia pada saat ini memiliki tingsendidikan yang cukup
maju, sehingga mendorong tingkat kesadaran akampgaga berasuransi. Selain
itu arus informasi dari berbagai media sepertivisieradio, internet, surat kabar
dan lain sebagainya dapat membantu masyarakatatad¢mng pentingnya asuransi
dalam penjaminan kehidupannya dan juga masa dgpaBRasar industri asuransi
di Indonesia masih sangat potensial, terutamaadildari sisi jumlah penduduk
yang mencapai 220 juta jiwa. Dari jumlah itu boldibilang belum sampai 10
persen yang menjadi pemegang polis asuransi, leaméra individual maupun
korporasi (www.kompas.com/perkembangan asuramgjgte 15/06/2007).

Bumiputera yang berdiri atas prakarsa seorang sgalerhana bernama M.
Ng. Dwidjosewojo pertama kali di Kongres Budi Utorpada tahun 1910 yang
kemudian terealisasi menjadi badan usaha di Maggbaa 12 Februari 1912.
Bumiputera adalah salah satu asuransi tertua yasjhnberdiri dan bertahan
sampai sekarang, Bumiputera bergerak dalam asyraassebagai bidang bisnis
utama dengan nama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Buergp 1912. Dalam
praktek di AJB Bumiputera atau dalam dunia asurpada umumnya, perjanjian
asuransi di awali dengan pembuatan polis yang rageupinti dari perjanjian
asuransi, dengan ketentuan bahwasanya pihak tguiaggnembayar sejumiah
uang tertentu yang disebut premi dan bila terjadits risiko pihak tertanggung
akan mendapatkan penggantian yang disebut klaisyasgolis yang disetujui
oleh kedua belah pihak (www.bumiputera.co.id, tahdg februari 2008).

Menurut keterangan Bapak Erwan Feriyadi, kepala imidimasi dan
keuangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912r@akbember pada tanggal
27 februari 2008, di AJB Bumiputera 1912, sebeluranerima polis, calon
nasabah asuransi diharuskan mengisi Surat Permimtaaransi Jiwa (SPAJ)
yang merupakan persyaratan untuk mengikuti asugaiam arti menerima polis
dan disertai dengan pembayaran premi pertama.aBe8&PAJ diisi dan premi
dibayar, oleh perusahaan asuransi diproses lebiutl@an menunggu waktu
tertentu untuk keluarnya polis asuransi.

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, adamyaungkinan terjadinya
musibah atau risiko yang menyebabkan kematian daghaasabah asuransi atau

tertanggung yang polis asuransinya belum keluagaéah mungkin terjadi,



20

sehingga tertanggung yang bersangkutan dalam meagaklaim hanya dengan
bukti Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dartilpgmbayaran premi saja.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis imn@mbahas permasalahan
yang timbul dalam suatu karya ilmiah dalam bentkkipsi dengan judul
"KEKUATAN HUKUM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA (SPA J)
YANG DITERBITKAN OLEH PENANGGUNG TERHADAP
TERTANGGUNG APABILA TERJADI RISIKO YANG DIPERJANJIK AN

DI ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 CABA NG
JEMBER”

1.2Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikantaslia maka
permasalahan yang akan ditulis dalam penulisapskni sebagai berikut:
1. Apakah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tbetkekuatan hukum
sebagai pengganti polis apabila terjadi risiko?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi risikchadap tertanggung
sedangkan polis belum keluar?
3. Bagaimanakah proses pengajuan klaim apabila terjsifio dengan bukti

Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)?

1.3Tujuan Penelitian
Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsimeimpunyai tujuan yang

hendak dicapai, yaitu :

1.3.1Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai peatsyaryang telah
ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum padaultésk Hukum
Universitas Jember;

2. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbaagaikiran dalam
mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperdi@tam kehidupan

bermasyarakat.



21

1.3.2Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan hukum Reanintaan Asuransi
Jiwa (SPAJ) sebagai pengganti polis apabila terjsitio

2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum apaéijadi risiko terhadap
tertanggung sedangkan polis belum keluar

3. Untuk mengkaji dan menganalisa proses pengajuaim képabila terjadi

risiko dengan bukti Surat Permintaan Asuransi JBRAJ).

1.4Metode Penelitian

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan atanypsunan karya
tulis yang bersifat ilmiah, agar pengkajian dangeeralisaan terhadap obyek studi
dapat dilakukan dengan benar dan optimal, sertalekati nilai kebenaran yang
maksimal. Metode penulisan merupakan hal yang s$amgating dalam
melakukan suatu penelitian hukum yaitu sebagauspiaises untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktlaktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud M&r2007:35).
1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridisrmaif (legal
research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkagnerapan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaedaku. Tipe penelitian
yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkajibbgai aturan hukum yang
bersifat formil seperti undang-undang, peraturamafoean serta literatur yang
berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihgkan dengan permasalahan
yang akan dibahas dalam skripsi ini (Peter Mahmuaaziki, 2007:30).
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekafaengan
pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkanmagirdari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari janmj@a Adapun penulisan
dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode patde undang-undang
(statute approach), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undangnagndan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu atau falktam yang sedang ditangani
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dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjddik ppahasan (Peter
Mahmud Marzuki, 2007:93) dan pendekatan konsept@iceptual approach)
merupakan pendekatan dengan menunjuk pada prinegigphukum yang ada
yang mana dapat ditemukan dalam pandangan-pandaagama atau doktrin-
doktrin hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2007:138).
1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan alat suatu penejftiiag dipergunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalamiggnskripsi ini, penulis
menggunakan tiga sumber bahan hukum vyaitu :
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangfdeesitoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum rerdtas perundang-
undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembpatandang-undangan dan
putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 200):1Dalam penulisan
skripsi ini bahan hukum yang dipergunakan berup&alXiUndang-Undang
Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 amgnt Usaha
Perasuransian, serta didukung dengan PeraturanriRegheRepublik Indonesia
Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan UsahmaswPansian dan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NomaR/kmk.06/2003
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan AsuaarBedusahaan Reasuransi.
b. Bahan Hukum Sekuder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ngntakum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikagamg hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnakum dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan (Peter MahmuduWia2007:141).
c. Bahan Non Hukum

Dalam penelitian hukum, untuk keperluan akaden@bah-bahan non
hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukalahadawancara yang
digunakan dalam melakukan penelitian ini adalalgdarmelakukan wawancara
dengan pejabat instansi yang terkait. Hasil dasvareara dengan pejabat yang

berkompetenpun bukan merupakan bahan hukum priaren& hasil wawancara



23

tersebut tidak bersifat autoritatif. Akan tetapi weancara tersebut dapat
dimasukkan sebagai bahan non hukum (Peter Mahmuzukia2007:165).
1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dpkmlisan skripsi
ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal damgp-prinsip umum menuju
ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukigrsebut diolah secara
kualitatif yakni pengolahan bahan-bahan non stiat{&eter Mahmud Marzuki
,2007:42).

Dalam melakukan penelitian hukum langkah selagptnyaitu
mengidentifikasi dan mengiliminir hal-hal yang tideelevan untuk menetapkan
isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan Hadlaan hukum dan
sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahaan yang telah
dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk arguas dalam menjawab isi
hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argiasieyang telah dibangun
di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki ,2007)171
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian
2.1.1 Pengertian perjanjian pada umumnya

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana sesedrengnji kepada orang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kntoelaksanakan suatu hal.
Kemudian dari peristiwa ini timbulah suatu hubungamara dua orang tersebut
yang dinamakan perikatan. Bentuk perjanjian tersddemupa suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesgmgwyang diucapkan atau
ditulis (Subekti, 2005 : 1).

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang - Undang Hukum &archenyatakan
bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karenarjgnjian maupun karena
undang-undang”, dengan demikian bahwa perjanjiammignerbitkan perikatan.
Perjanjian adalah sumber perikatan yang terperdisgmping sumber-sumber
yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persatyjkarena kedua belah pihak
atau lebih setuju untuk melakukan sesuatu sehidggat diartikan bahwa dua
perkataan (perjanjian dan persetujuan) adalah sama.

Persetujuan juga berkaitan dengan kontrak, namutukurkontrak
mempunyai wacana lebih sempit karena ditujukan kuswatu perjanjian atau
persetujuan yang dilakukan secara tertulis. Sedangkengertian perjanjian
menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah “"suatu pexbudéngan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap setng atau lebih”.

Beberapa sarjana hukum atau pakar hukum lain juerabarikan definisi
perjanjian, antara lain :

1. Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum astanjek
hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam
bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yarng sa
berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukamg Yain
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesrajan
yang telah disepakatinya (Salim H.S, 2003:27).

2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manardog atau
lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan hallagh
lapangan kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000:225).

3. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenda har
benda antara dua pihak, di mana suatu pihak bergaay



25

dianggap berjanji untuk melakukan hal atau tidakakean
sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut
pelaksanaan janji itu (_www.google.cfpangantar umum
kontrak, tanggal 14 februari 2008).

Perjanjian dan perikatan adalah dua hal yang Karkasecara erat,
Perikatan adalah suatu pengertian yang abstratngkdn perjanjian adalah suatu
hal yang konkrit atau suatu peristiwa (Subekti,20@). Perikatan hanya dapat
dibayangkan dalam alam pikiran kita sedangkan pgaja dapat dilihat, dibaca
atau didengar perkataan-perkataannya.

2.1.2 Unsur-unsur perjanjian

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan ghliadiatas, dapat

diketahui unsur-unsur dari perjanjian antara lain :

1. Sedikitnya terdiri dari dua pihak
Para pihak yang ada bertindak sebagai subyek dgargian. Subyek ini bisa
manusia ataupun badan hukum.

2. Terdapat persetujuan para pihak
Persetujuan ini dibuat oleh para pihak tanpa adgaksaan atau tekanan.
Dalam membuat perjanjian diberi kebebasan untuk gengakan tawar-
menawar diantara keduanya.

3. Terdapat tujuan yang ingin dicapai
Tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian haruslbarsifat tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaredemitian umum.

4. Terdapat prestasi yang harus dilaksanakan
Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanaleim mara pihak sesuai
dengan isi perjanjian.

5. Terdapat bentuk tertentu
Bentuk perjanjian harus ditentukan agar perjanjtarsebut mempunyai
kekuatan mengikat dan baku.

6. Terdapat syarat-syarat tertentu
Suatu perjanjian sah berlaku sebagai undang-undsag orang yang
membuatnya, jika dalam perjanjian tersebut ada atymarat tertentu
(Subekti, 2005:1).



26

2.1.3 Asas-asas perjanjian
Dalam suatu perjanjian terdapat lima asas yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari P438B ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Semeamian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang rbageka yang
membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah saest@as yang
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk ;
a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. mengadakan perjanjian dengan siapapun ;
c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persysnya;
d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis ditsan.
Asas kebebasan tersebut bukan berarti tanpa athatgsan, tetapi kebebasan
seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hagjgahsperjanjian yang
dibuat tidak bertentangan dengan undang-undangiskasn dan ketertiban
umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1337 Kimmlang-Undang
Hukum Perdata.

2. AsasKonsensualisme
Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian
pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetaki dengan adanya
kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merugstaesuaian antara
kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh keduah bplaak. Asas
konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undamkum
Perdata, dalam pasal ini ditentukan syarat sahegargian yaitu :
1. kesepakatan antara para pihak;
2. kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

3. AsasPacta Sunt Servanda (asas kepastian hukum)
Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Apasta sunt servanda
merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga haeaghormati substansi

kontrak yang dibuat oleh para pihak. Mereka tidaleb melakukan intervensi



27

terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh paleakpi Karena suatu
perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagimhek.

4. Asas ltikad Baik
Asas itikad baik dapat dilihat dari Pasal 1338 ggatKitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang berbunyi "Perjanjian harus ddakkan dengan itikad
baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa pahakpyaitu pihak
kreditur dan debitur harus melaksanakan substaonsirdk berdasarkan
kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kenfeiiadari para pihak.

5. AsadPersonalitas (Kepribadian)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukamabséseorang yang
melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepeartin@erorangan saja.
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan PasdD13tab Undang-Undang
Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undang - UndanguhiuRerdata berbunyi
"Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakakafmriatau perjanjian
selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan iniallbwa seseorang yang
mengadakan perjanjian hanya untuk kepentinganydirsendiri. Pasal 1340
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Peiganphanya berlaku
bagi antara pihak yang membuatnya”. Namun keteniisaxda perkecualian
sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1317 Kitalangadndang Hukum
Perdata yang berbunyi “dapat pula perjanjian akad untuk kepentingan
pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuatuardiri sendiri, atau suatu
pemberian kepada orang lain, mengandung suatu tsgaraacam itu”.
Sedangkan di dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undargiid Perdata tidak
hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tejaga untuk kepentingan
ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperdiak daripadanya
(Salim H.S. :2003:9-12).

2.1.4 Syarat sahnya perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian, harus memenuhi syara disebut untuk
sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalasal @320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Adapun syarat-syarat sateryanfian adalah:
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1. Adanya kesepakatan diantara kedua pihak;
Syarat ini menghendaki agar para pihak atau sulysmig mengadakan
perjanjian telah setuju mengenai hal-hal yang palark perjanjian. Apa yang
dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehend& pihak lainnya dalam
perjanjian, mereka menghendaki sesuatu yang satasasimbal balik.

2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perfgnjia
Syarat ini mengharuskan bahwa subyek perjanjian ponagai kewenangan
untuk Dbertindak dalam hukum, artinya mempunyai wemg untuk
melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan dimdkesud untuk
menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) damwberang untuk
mengadakan suatu proses di muka pengadilan atag gakap menurut
hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukuemd&a yang
disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untrkbuat suatu perjanjian
yaitu :

a. Orang-orang yang belum dewasa;

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang di tetapkanuieang-
undang, dan semua orang kepada siapa undang-utelahg
melarang membuat perjanjian tertentu.

3. Mengenai suatu hal tertentu;
Mensyaratkan agar prestasi yang diperjanjikan d&letiua belah pihak itu
disebutkan secara terperinci, sehingga hak danjimmegpara pihak diketahui
secara tegas dan jelas.

4. Sesuatu sebab yang halal atau yang diperbolehkan.
Mensyaratkan agar isi perjanjian itu tidak bertagtan dengan undang-
undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Dalajarnpen asuransi yang
menjadi isi perjanjian adalah bahwa pihak tertangduarus membayar premi
kepada penanggung, sedangkan pihak penanggungrhanalsayar ganti rugi
apabila terjadi kerugian pada benda yang dipertamgjcan.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjédtiena mengenai
orang-orangnya atau subjek perjanjian. Sedangkam Sh@arat yang terakhir
dinamakan syarat-syarat objektif karena mengengam@nnya sendiri atau
obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (8tib2005:17-21).
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2.2 Asuransi
2.2.1 Pengertian asuransi

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkagikerkerugian kecil
(sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti ¢sisitikerugian-kerugian besar
yang belum pasti (Abbas Salim, 1998:1). Dari persamutersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa orang bersedia membayar kerugiag gedikit untuk masa
sekarang (berupa premi) agar bisa menghadapi lerdgrugian besar yang
mungkin terjadi pada waktu mendatang.

Asuransi secara umum diatur dalam KUHDagang, teratpasal 246
KUHDagang yaitu :

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu pengnp@ngan
mana seorang penanggung mengikatkan diri kepadearggo
tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk baegkan

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kamsatau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungikan

dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak meute

Apabila diperhatikan, pasal 246 KUHDagang lebih itidmeratkan pada
asuransi kerugians¢hade verzekering) yaitu golongan asuransi yang umumnya
mempunyai objek yang bersifat material (Man Supar@astrawidjaja, 1997:83).
Lebih luas, asuransi dirumuskan secara khusus ddladgang-Undang nomor 2

tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Pasgkd (1) bahwa :

"Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjianvamtaa pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikadka
kepada pihak tertanggung, dengan menerima premarsuuntuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karenagiés,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dihanap&tau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang monakan
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pevestyang tidak
pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran gatagparkan
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang digedagkan”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UndangrAgndamor 2 Tahun 1992

maka asuransi dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Asuransi Kerugian adalah suatu perjanjian asungarsgj berisikan ketentuan
bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakybeestasi berupa
memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seiglokengan kerugian

yang diderita oleh tertanggung.
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Termasuk dalam asuransi kerugian adalah semua jesisansi yang
kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya:

a. asuransi pencurian;

b. asuransi kebakaran.

2. Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransj yeerisi ketentuan bahwa
penanggung terikat untuk melakukan prestasi bepgmabayaran sejumiah
uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.

Pada umumnya asuransi jumlah menyangkut manusdiajivanya maupun

keselamatan dan kesehatannya, misalnya :

a. asuransijiwa;

b. asuransi kecelakaan;

c. asuransi kesehatan (Man Suparman Sastrawidjaj&;&®9

Asuransi sebagai suatu lembaga yang mempunyai kpoamuntuk

mengambil alih risiko, mempunyai peranan dan jangkayang sangat luas
karena menyangkut kepentingan-kepentingan ekonoran &epentingan-
kepentingan sosial. Disamping itu, asuransi juggatlamenjangkau baik
kepentingan-kepentingan individu maupun kepentidggrentingan masyarakat
luas, baik risiko individu maupun risiko-risiko laddtif (Sri Rejeki Hartono,

1995:6).

2.2.2 Unsur-unsur dari asuransi

Dari pengertian yang didapat dalam pasal 246 KUHibggdan dalam
pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1&3#ang Usaha

Perasuransian, dapat diuraikan unsur-unsur damam@siuatau pertanggungan

sebagai berikut :

1. Perjanjian
Asuransi merupakan suatu perjanjian secara timall# kantara pihak-pihak
yang bersangkutan yang terjadi karena adanya kedamgiantara mereka.

2. Penanggung dan Tertanggung
Penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak keéawajiban.
Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan ldgreaya dan berhak

memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertangwuaidp membayar
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premi dan berhak memperoleh penggantian jika timkedugian sesuai
dengan yang diperjanjikan.

3. Pembayaran Premi
Adanya pengikatan diri tersebut mengakibatkan tggang untuk memenuhi
syarat-syarat tertentu sebagai prestasi atasmddayia peralihan risiko oleh
penanggung Yaitu pembayaran sejumlah uang yanduiggemi. Premi
merupakan kewajiban pokok yang harus dibayarkah t#eanggung untuk
memperoleh penggantian kerugian.

4. Ganti Kerugian
Ganti kerugian oleh pihak penanggung kepada tegtarg berupa uang
pertanggungan. Pihak penanggung harus membayarakpréstasi kepada
tertanggung berupa ganti rugi atau disebut jugarkla

5. Peristiwa Tak Tentu
Adanya pembayaran ganti rugi tersebut terjadi dpahiatu kejadian atau
peristiwa tak tentu seperti yang diperjanjikan bdvenar terjadi (Agus
Prawoto: 1994,67).

2.2.3 Tujuan dari asuransi

Dari unsur-unsur yang ada di atas, dapat dikemukakaan dari asuransi

terbagi menjadi beberapa teori yaitu :

1. Teori Pengalihan Risiko
Menurut teori pengalihan risiko, tertanggung memyatahwa ada ancaman
bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau tapgha@anya. Jika bahaya
tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, kdia enenderita kerugian
atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekoh@migian material atau
korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhilpega hidup seseorang
atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yarapcam bahaya merasa
berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu daegadi. Tertanggung
mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkaro rigsklg mengancam
harta kekayaan atau jiwanya dengan membayar séjumitemi kepada
perusahaan asuransi (penanggung), sehingga sejauia risiko beralih
kepada penanggung.

2. Pembayaran Ganti Kerugian
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Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkanugian, maka tidak ada
masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penamnyg Jika pada suatu
ketika benar-benar terjadi peristiwa yang menimanlkkerugian, maka
kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibaysirlgerugian seimbang
dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kearugyang timbul itu
bersifat sebagian, tidak semuanya bersifat kerutpgal. Dengan demikian,
tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan k umtemperoleh
pembayaran ganti kerugian yang sungguh -sungguriidya.

. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan bardaes perjanjian bebas
antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapingrdiadang mengatur
asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggurikat dengan penanggung
karena perintah undang-undang, bukan karena pararsuransi jenis ini
disebut asuransi sosial yang mempunyai tujuan ohetigi masyarakat dari
ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan ken@tiu cacat tubuh
dengan membayar sejumlah kontribusi sehingga ggtarg berhak mendapat
perlindungan dari ancaman bahaya. Jadi, tujuan gatskan asuransi sosial
menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melgidkepentingan
masyarakat dan mereka yang terkena musibah dédogrtirsan sejumlah uang.

. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu peylan dan membayar
kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkuianpitu berkedudukan
sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpededodukan sebagai
tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengak#natkematian bagi anggota
(tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumialy kepada anggota
(tertanggung) yang bersangkutan. Wirjono Projodikanenyebut asuransi
seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”.ufensi ini merupakan
asuransi saling menanggung atau asuransi usahamnt@ergang bertujuan
mewujudkan kesejahteraan anggota. Asuransi salelganggung tidak dapat
digolongkan kedalam asuransi murni, tetapi hanyanpusmyai unsur-unsur
yang mirip dengan asuransi kerugian atau asurangah. Penyetoran uang

iuran oleh anggota perkumpulan merupakan pengumpuana bagi
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kesejahteraan anggotanya atau untuk untuk mengapgntingan anggotanya
( dalam Abdulkadir Muhammad, 2006: 12).
2.2.4 Asuransi jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan memargyorang terhadap
kerugian finansial tak terduga yang disebabkann@areeninggalnya terlalu cepat
atau hidupnya terlalu lama (Abbas salim, 1998:2Balam Pasal 302
KUHDagang dirumuskan bahwa "Jiwa seseorang dapefrtdinggungkan untuk
keperluan orang yang berkepentingan, baik untunszlhidupnya maupun untuk
suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian’dBsairkan Pasal tersebut jelas
kiranya bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungkanuntuk dirinya sendiri
ataupun pertanggungan tersebut untuk orang laing yhsebabkan meninggal
yang terlalu cepat atau hidupnya yang terlalu lama.

Tujuan utama asuransi jiwa adalah menanggung at¢gijamin seseorang
terhadap kerugian-kerugian finansial. Pentingnyeamqen serta tujuan asuransi
jiwa secara umum, menurut Abbas Salim (1998:26a2@)ah :

1. Dari segi masyarakat umum (sosial)

Asuransi jiwa bisa memberikan keuntungan-keuntungatentu terhadap

individu atau masyarakat yaitu sebagai berikut :

a. Menentramkan kepala keluarga (suami/bapak), dalath raemberi
jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepalaugkgh tersebut
meninggal dunia;

b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunadetragai alat untuk
menabung;

c. Sebagai sumber penghasilan;

d. Menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunaailkata yang
mengasuh tidak mampu mendidik anaknya.

2. Dari segi pemerintah/publik

Perusahaan asuransi jiwa di negara kita yang b@sanasinya, umumnya

adalah dikuasai oleh pemerintah. Dimana perusalaganansi merupakan

salah satu lembaga keuangan yang memberikan dasituk pembiayaan

yang dapat dipergunakan dalam tahap pembangunaomkindonesia.
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Menurut Prodjodikoro (1982:35) asuransi jiwa dibaginjadi 8 (delapan)

bagian yaitu :

1. Asuransi jiwa yang diadakan seumur hidup;

2. Asuransi jiwa yang akan berlangsung untuk tenggaaltu

tertentu kecuali orang tersebut wafat terlebih tighu

3. Uang asuransi yang pada waktu wafatnya orang yang

bersangkutan, harus dibayar sekaligus;

4. Uang asuransi harus dibayar sedikit demi sedikitase

berangsur;

5. Asuransi jiwa diadakan oleh seseorang yang berkieggam

mengenai wafatnya orang ketiga;

6. Asuransi jiwa dibentuk oleh seseorang yang memiargt

dengan asurador, bahwa apabila ia wafat uang asumrarus
dibayar kepada orang yang ia tunjuk;

7. Ada asuransi jiwa yang diadakan antara orang témjaengan

perusahaan asuransi di lain pihak;

8. Asuransi jiwa yang diadakan antara para anggotausua

perkumpulan asuransi, yang bertujuan untuk menjasaiu
sama lain.

Dalam pelaksanaannya, KUHDagang membolehkan yarkgmentingan
untuk mengasuransikan jiwa seseorang tanpa sepdinget atau tanpa seizin si
tertanggung. Dengan diasuransikannya jiwa tertamggiyang penghasilannya
memegang peranan bagi kehidupan yang berkepen}ingaka kerugian akibat
kematian tertanggung sebagian dapat ditanggul@®wsgigan demikian, walaupun
yang diasuransikan secara tertulis adalah jiwaariggung namun yang
sesungguhnya dipertanggungkan adalah kerugiantyabgl sebagai akibat dari
matinya tertanggung, yaitu terputusnya aliran ppatin yang semula dihasilkan
oleh tertanggung. Jadi bukanlah jiwanya karena paseorang jelas tidak akan
dapat dinilai dengan uang. Sedang mengenai kemeitanggung, yang belum
pasti disini bukanlah kematian itu sendiri melamkaaktu matinya seseorang

atau tertanggung (Agus Prawoto, 1994:69).

2.3Pengertian polis dan pemegang polis
Polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian asurdal ini sesuai
dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 255 KUHIgaganwa “Perjanjian

pertanggungan harus dilakukan secara tertulis desghuah akta yang disebut
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polis”. Akan tetapi pada Pasal 257 ayat (1) KUHDwpanenetapkan bahwa
"Perjanjian pertanggungan itu telah ada, segeralatetadanya kata sepakat,
bahkan sebelum polis itu ditandatangani”.

Selanjutnya Pasal 258 ayat (1) KUHDagang merumudiediwa untuk
membuktikan adanya suatu perjanjian pertanggunigarus dibuktikan dengan
surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akamkdimenkan bilamana ada
permulaan pembuktian dengan surat. Berdasarkan ipagelaslah bahwa polis
bukan merupakan syarat sahnya perjanjian, tetépigee bukti adanya perjanjian
pertanggungan.

Berdasarkan perumusan Pasal 258 ayat (1) KUHDagdagat
disimpulkan bahwa tertanggunglah yang membuat ,pdés penanggung harus
menandatanganinya. Hal itu tentunya bertujuan umbekindungi tertanggung,
sebagai pihak yang secara ekonomis merupakan pdrak lebih lemah. Namun
dalam perkembangan sekarang ini agar perjanjiaamqggungan itu mudah dan
praktis dilaksanakan, maka banyak digunakan pdalisgystandar. Dan agar isi
polis tidak merugikan tertanggung, maka pemerimegtalui Menteri Keuangan
telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan NoR2&KMK.017/1993
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan AsusanBedusahaan Reasuransi
(Agus Prawoto, 1994:48).

Mengenai isi polis, Pasal 304 KUHDagang polis assirgiwa harus
memuat antara lain:

1. hari pengadaan pertanggungan itu;

2. nama tertanggung;

3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;

4. nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan daktbera

5. jumlah uang yang dipertanggungkan;

6. premi pertanggunganya.

Dalam Pasal 1 syarat-syarat umum polis yang diékkén oleh asuransi
jiwa bersama Bumiputera 1912, yang dimaksud pengepals adalah seseorang
atau suatu lembaga yang mengadakan perjanjiannssiivea dengan badan atau
yang menggantikannya. Badan yang dimaksud adalamaAsi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912. Pemegang polis dapat berstarse@@ngan atau badan yang
mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) aedangkap dan benar

sehingga dijadikan dasar perjanjian asuransi jReanegang polis diperbolehkan



36

untuk menunjuk pihak yang nantinya akan menerinrab@agaran klaim apabila
tertanggung meninggal dunia selama masih ada habukgpentingan antara para

pihak tersebut.

2.4 Pengertian risiko

Risiko adalah ketidaktentuan atanocertainly yang mungkin melahirkan
kerugian [oss), unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan karuglalam
asuransi, ketentuan ini dapat dibagi atas:

1. ketidaktentuan ekonomigonomic uncertainly), yaitu kejadian
yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikapsten,
umpama perubahan selera atau minat konsumen ajadiriga
perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnyenmean
baru dan lain sebagainya;

2. ketidaktentuan yang disebabkan oleh alanunertainly of
nature) misalnya kebakaran, badai, topan, banjir, gempa d
lain-lain;

3. ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku man(msiman
uncertainly ), misalnya peperangan, pencurian, perampokan dan
pembunuhan;

4. Risiko sebagai ketidakpastian daripada kerugigncertainty of
loss) ( Abbas salim, 1998:4)

Istilah risiko ¢isk) dapat juga dalam arti benda atau objek pertarggun
(subjectmatter insured) dan bencana/bahaypefils). Kapal, jiwa, muatan barang,
mobil, bangunan dan lain-lain adalah beberapa tomdari benda-benda
pertanggungan. Angin ribut, gempa bumi, banjir, &Bam, kecurian adalah
beberapa contoh dagperils atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian bila

terjadi (www.google.com/manajemenrisjkanggal 12/2/2008).

Dalam dunia asuransi yang dimaksud risiko adalaiddepastian yang
menimbulkan kerugianUncertainty of loss), yang dimaksud disini kerugian
dalam arti financialf{nancial risk), dimana kerugian tersebut dapat dinilai secara
financial atau dinilai dengan uang. Risiko daphtadifikasikan sebagai berikut:

1. Risiko spekultatif gpekultatif risk), adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi
dapat menimbulkan suatu kerugidmeak even (tidak untung tidak rugi),
bahkan mungkin bisa mendatangkan keuntungan. Rigkm semacam pada
umumnya terdapat dalam dunia bisnis dan perjudgamifing), dimana

terdapat faktor yang memungkinkan seseorang metidapaeuntungan.
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Contoh : Pemasaran produk baru, meningkatkan hargl ikut dalam
perjudian dan lain-lain.

2. Risiko murni pure risk), risiko yang hanya mempunyai satu akibat yaitu
kerugian, sehingga tidak ada orang yang akan nmiekauntungan dari risiko
ini. Contoh: Kebakaran, kematian dan lain-lain.

3. Risiko fundamental fundamental risk), risiko yang sebab maupun akibatnya
impersonal (tidak menyangkut seseorang) dimanagkamuyang timbul dari
risiko yang bersifat fundamental biasanya tidak yaamenimpa seoran
individu melainkan menimpa banyak orang. Contajempa bumi, perang,
inflasi dan lain-lain. Risiko yang sifatnya fundamed dapat timbul misalnya
dari sifat masyarakat dimana kita hidup dan danspea-peristiwva fisik
tertentu yang terjadi diluar kendali manusia.

4. Risiko khusus farticular risk), Risiko khusus dimana risiko ini disebabkan
oleh peristiwa-peristiwa individual dan akibatngabatas. ContohPencurian

( www.google.com/manajemenrisikianggal 12/2/2008).

Dari klasifikasi risiko tersebut, terdapat risikang dapat diasuransikan
dan ada juga risiko yang tidak dapat diasuransikRasiko spekulatif tidak dapat
diasuransikan karena pada risiko ini terdapat kgfkiman untuk mendapatkan
keuntungan. Risiko murni dapat diasuransikan karfemaya mempunyai satu
kemungkinan yaitu mendatangkan kerugian, tetapddsarkan pertimbangan
secara yuridis maupun komersial tidak semua ristkoni dapat diasuransikan.
Risiko fundamental, biasanya asuransinya dikeldieh gpemerintah, hal ini
dikarenakan akibat dari risiko ini dalam jumlah @aea yang luas ( Abbas Salim,
1998:4).

2.5Pengertian Klaim

Klaim adalah bagian dari asuransi yang tidak tatgian. Menurut kamus,
klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu faktawvdaseseorang berhak
(memiliki atau mempunyai) atas suatu barang (kabesar bahasa Indonesia,
1995:507). Sedangkan mengklaim berarti meminta mountut pengakuan atas

suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atanpueyai hak atas sesuatu.
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Klaim berasal dari katalaim yang berarti permohonan atau tuntutan
seorang pemilik polis terhadap perusahaan asutemgk pembayaran santunan
sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis. Sedapgnuntut klaimnya sendiri
disebutclaimant, yaitu orang yang mengajukan klaim untuk pembayaemtunan
untuk kerugian yang dideritanya sesuai dengan fmsal sebuah polis ( A.
Hasyimi Ali dkk, 2002:55).

Sedangkan menurut AJB bumiputera 1912, membedakaragpengertian
klaim asuransi secara umum dan pengertian klairaraddusus untuk asuransi
jiwa :

1. Secara umum, Klaim adalah suatu tuntutan atas Sty

yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian gyan
ditentukan sebelumnya telah dipenuhi.

2. Secara khusus mengenai klaim asuransi jiwa, Klaitalad

suatu tuntutan dari pihak Pemegang polis yang jdikukepada
pihak  Asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang
Pertanggungan (UP) atau Nilai Tunai yang timbulekar
syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telgbendihi

(www.bumiputera.contanggal 14 februari 2008).
Apabila suatu peristiwa atau risiko yang diperjeami dalam polis asuransi

itu terjadi, maka tertanggung atau pemegang ptdis pihak yang ditunjuk untuk
menerima manfaat melapor ke kantor cabang perusalzsaransi yang
bersangkutan. Laporan dapat dilakukan melalui sateatpun secara lisan dengan
telpon, kepadacustomer service atau kepada bagian klaim. Setelah menerima
laporan, unit klaim akan memeriksa arsip atlata base untuk melihat apakah
premi telah dilunasi dan kondisi-kondisi yang ladpabila risiko ditanggung oleh
polis, untuk asuransi kerugian biasanya diterusl@mgan peninjauan lokasi dan
meminta dokumen pendukung (Agus Prawoto, 1994:133).

Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh tertanggundigeatau dikuasakan
kepada pihak lain dengan memenuhi persyaratangetsyn yang ditentukan.
Dalam syarat-syarat umum polis yang dikeluarkan r&ssi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 ditentukan beberapa syarat yangushalipenuhi dalam
pengajuan klaim yaitu :

Surat Pengajuan Permintaan Jaminan atau santunan;
Polis asli atau polis pengganti;

Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah;

Bukti dari penerima jaminan atau santunan;

PoONE
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5. Surat keterangan kematian dari pamongpraja setenguat
surat keterangan sebab kematian dari dokter dalan h
tertanggung meninggal dunia dalam perwatan doktau a
rumah sakit;

6. Surat bukti mengenai kecelakaan diri dari yang bgbv
termasukvisum et repertum dalam hal tertanggung meninggal
dunia karena kecelakaan;

7. Bahan-bahan lain yang diperlukan_(www.bumiputena,co
tanggal 14 februari 2008).

2.6 Hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung
Tertanggung sebagai pihak yang mengalihkan risikpakla pihak lain

dengan membayar premi mempunyai hubungan dengaanggumng sebagai
pihak yang menerima pengalihan risiko dengan mevgeipembayaran berupa
premi. Dalam perjanjian asuransi seperti perjarigamya, intinya adalah dengan
adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi obia pihak. Menurut
Mashudi dan Ali (1998:5), hak-hak tertanggung yamayus di penuhi oleh
penanggung adalah :

1. Hak untuk menerima polis;

2. Hak untuk mendapat ganti kerugian bila terjadi giavia yang
belum tentu;

3. Hak- hak lainnya sebagai imbalan dari kewajibatateygung.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung #egeenanggung antara lain :

1. Kewajiban membayar premi;

2. kewajiban untuk memberikan keadaan-keadaan atau
keterangan-keterangan yang sebenarnya mengenangbara
yang dipertanggungkan, hal ini sesuai dengan apay ya
tertulis pada pasal 251 KUHDagang;

3. kewajiban untuk mencegah terjadinya risiko agamugian
dapat dibatasi atau di kurangi, hal ini sesuai dargpa yang
tertulis pada pasal 283 KUHDagang;

4. kewajiban-kewajiban khusus lainnya yang mungkin atlap
disebut dalam polis.

Sedangkan untuk hak dan kewajiban penanggung, Mastan Ali

(1998:8) juga memberikan keterangan antara lain :

a. hak penanggung meliputi :
1. hak untuk menerima premi;
2. hak untuk menerima Mededelingsplicht;
3. hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban teigang.
b.kewajiban penanggung meliputi :
1. kewajiban untuk memberikan polis kepada tertanggung
sesuai dengan peraturan yang berlaku;
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2. kewajiban untuk memberikan ganti kerugian dalanraassi
kerugian atau memberikan sejumlah uang pada asurans
sejumlah uang;

3. kewajiban untuk melaksanakan premgstorno ( sesuai
pasal 281 KUHD) terhadap tertanggung yang beritthai#d,
berhubung penanggung untuk keseluruhan atau sebagia
tidak menanggung risiko lagi dan asuransi gugur lzetal
seluruhnya atau sebagian.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ggiamy mempunyai hak

dalam menerima polis tertulis sesuai ketentuanndglasal 255 KUHD bahwa
“pertanggungan harus dibuat secara tertulis deagn yang diberi nama polis”,
dalam jangka waktu 24 jam setelah pengajuan seasgal 259 atau dalam jangka

waktu 8 hari setelah pengajuan apabila melalui taakeesuai pasal 260KUHD.

2.7Pengertian Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)

Surat Permintaan Asuransi Jiwa ( selanjutnya disingSPAJ) adalah
suatu surat yang diterbitkan oleh pihak penanggranmyg dalam hal ini adalah
pihak AJB Bumiputera 1912, yang diisi oleh pihakooatertanggung dengan
tujuan bahwa calon tertangggung mengajukan peremntantuk mengikuti
asuransi pada AJB Bumiputera (wawancara dengankBapean Feriyadi, kepala
administrasi dan keuangan Asuransi Jiwa Bersamaifuera 1912 Cabang
Jember, pada tanggal 27 februari 2008).

Surat Permohonan  Asuransi Jiwa merupakan awal ddanya
kesepakatan, SPAJ berisi keterangan-keterangaamteiertanggung dan tentang
perjanjian asauransi yang akan dibuat. Sebagaibaldi dari telah terjadinya
perjanjian asuransi, SPAJ berisi tentang :

Data calon pemegang polis
Data calon tertanggung

Data asuransi

Data penerima santunan
Data agen

Data keterangan kesehatan
Hasil penelitian kesehatan
Data polis lain

Pernyataan calon pemegang polis dan calon tertagggu
10 Pernyataan petugas penutup
11.data agen

©CoNoOhWNE
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Surat Permohonan Asuransi Jiwa merupakan dasapeabuatan polis
asuransi yang akan diikuti oleh calon tertangguPgmbuatan SPAJ biasanya
diikuti oleh pembayaran premi pertama oleh calotatggung, kemudian SPAJ
akan dikirim ke kantor wilayah untuk disetujuac€eptasi) yang selanjutnya
menunggu beberapa waktu untuk keluarnya polis kardan SPAJ yang telah

diisi oleh tertanggung sebelumnya.

2.8 Profil perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bmiputera 1912

Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru badarbernama M. Ng.
Dwidjosewojo-Sekretaris Persatuan Guru-guru Hidéanda (PGHB) sekaligus
Sekretaris | Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewmienggagas pendirian
perusahaan asuransi karena didorong oleh keprmatmendalam terhadap nasib
para guru bumiputera (pribumi). la mencetuskan s@gaya pertama kali di
Kongres Budi Utomo, tahun 1910. Kemudian terealisasnjadi badan usaha
sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGNBgtlang, 12 Februari
1912. Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosew@og bertindak sebagai
Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebro&bagai Direktur, dan M.
Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang iniamgyskemudian dikenal
sebagai "tiga serangkai" pendiri Bumiputera, sekali peletak batu pertama
industri asuransi nasional Indonesia ( www.bumiutem tanggal 14 februari
2008).

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan &erb@®T) yang

kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejakal apendiriannya
Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan daerguasaan yang unik,
yakni bentuk badan usaha "mutual” atau "usaha ma'se&Semua pemegang polis
adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan walkil mereka di Badan
Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannyarupahaan. Asas
mutualisme inilah yang kemudian dipadukan dengarealisime dan
profesionalisme pengelolanya yang merupakan kekuat@ma Bumiputera
hingga hari ini (wawancara dengan bapak Andreapal&eBumiputera Muda

cabang jember, tanggal 3 maret 2008).
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Perjalanan  Bumiputera yang semula  bernam@nderlinge
Levensverzekering Maatschappij PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini mencapai 9
dasawarsa, sepanjang itu tentu saja tidak lepas pdeang surut. Sejarah
Bumiputera sekaligus mencatat perjalanan Bangsanbsia, termasuk misalnya
peristiwva sanering mata uang rupiah di tahun 198Bgymemangkas asset
perusahaan ini dan bencana paling hangat, muiskdispenghujung millenium
kedua. Di luar itu, Bumiputera juga menyaksikan ttuim berkembang, dan
tumbangnya perusahaan sejenis yang tidak sanggughaeapi ujian zaman
yang disebabkan mungkin karena persaingan atau keasia. Semua ini menjadi
cermin berharga dari lingkungan yang menjadi bagian proses pembelajaran
untuk upaya mempertahankan keberlangsungan usahanya

www.bumiputera.comtanggal 14 februari 2008).

Memasuki millenium ketiga, Bumiputera yang memildekitar 18.000
pekerja, melindungi lebih dari 9.7 juta jiwa rakylatdonesia, dengan jaringan
kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok Indonesiagah berada di tengah
pencapaian baru industri asuransi Indonesia. Safunperusahaan asing
menyerbu dan masuk menggarap pasar domestik. Menedw@jadi rekan
sepermainan yang ikut meramaikan dan bersama-saemab@sarkan industri
yang dirintis oleh pendiri Bumiputera 91 tahun lamg www.bumiputera.com
tanggal 14 februari 2008).

Bagi Bumiputera, iklim kompetisi ini meniupkan sergat baru karena

makin menegaskan perlunya komitmen, kerja keras pdafesionalisme. Namun
berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Ind@nlesrasuransi hampir
seabad, menjadikan Bumiputera bertekad untuk tetepjadi tuan rumah di
negeri sendiri, menjadi asuransi Bangsa Indonedagaimana visi awal
pendirinya. Bumiputera ingin senantiasa berada ehak dan di hati rakyat
Indonesia. Sebagai perusahaan perjuangan, Bunmaponemiliki falsafah sebagai
berikut:

1. Idealisme
Senantiasa memelihara nilai-nilai  kejuangan  dalam
mengangkat kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah
pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan.

2. Kebersamaan
Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan
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perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas
Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas Bumipater
sebagai manifestasi perusahaan rakyat.
3. Profesionalisme
Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan deng
mengedepankan tata kelola perusahaan yang baikd (goo
corporate governance) dan senantiasa berusaha suaiken
diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.
Bumiputera mempunyai visi untuk menjadi asuransimggnesia
dan menjadikan Bumiputera senantiasa berada dkldaradi hati
masyarakat indonesia (www.bumiputera.com, tanggatebruari
2008).
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BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Hukum Surat Permintaan Asuransi Jiwa EPAJ) sebagai
Pengganti Polis

Kekuatan hukum Surat Permintaan Asuransi Jiwa (yaefanjutnya
disingkat SPAJ) berkaitan erat dengan pembuktiki tedanya suatu perjanjian
asuransi antara penanggung dan tertanggung. SPagaesurat atau dokumen
tertulis yang diterbitkan oleh penanggung beruparinasi dasar atau hal-hal apa
saja yang dimuat dalam polis. Pada dasarnya gatigg@njian pasti membutuhkan
adanya suatu dokumen atau bukti tertulis, hal areka setiap dokumen secara
umum mempunyai arti yang sangat penting yaitu log<u sebagai alat bukti
telah terjadinya perjanjian.

Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidakysabagi para pihak
saja, tetapi juga pihak ketiga yang mempunyai hghonlangsung atau tidak
langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. ngadadang ( Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang) menyebutkan bahwa perjaajgamansi harus ditutup
dengan sebuah akta yang disebut polis, lengkapsigandpasal 255 KUHDagang
“suatu tanggungan harus dibuat secara tertulisvdalszatu akta yang dinamakan
polis”. Sedangkan syarat-syarat formal polis didaloih lanjut pada pasal 256
KUHDagang, yang dalam pasal tersebut diatur sysyatat umum yang harus
dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai poli

Selain syarat umum, waktu atau detik lahirnya sysrjanjian sangat
penting untuk diketahui dan ditetapkan. Waktu kayar perjanjian berhubungan
dengan apabila adanya perubahan undang-undang pésaturan yang
mempengaruhi perjanjian tersebut ( Subekti, 2005:26da perjanjian asuransi,
KUHDagang menjelaskan tentang kapan perjanjianaasuitu mulai dianggap
ada, yaitu sejak adanya kata sepakat atau sejalis#tap, bahkan sebelum polis
di tandatangani. Waktu lahirnya perjanjian asuramsiercantum pada pasal 257
KUHDagang ayat 1 “Perjanjian pertanggungan ditkdmt seketika setelah ia
ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimiellk dari si penanggung dan
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si tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahlksabelum polisnya di
tandatangani”.

Berdasarkan ketentuan pasal 255 dan 257 ayat 1 KidgHily tersebut,
didapat beberapa hal yang bertentangan tentandesgali dan sahnya perjanjian
asuransi dan polis sebagai syarat sahnya perjaRj@is sebagai suatu akta yang
formalitasnya diatur dalam undang-undang mempuastaiyang sangat penting
pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awamselperjanjian berlaku dan
dalam pelaksanaan perjanjian, meskipun polis bukemupakan syarat bagi
sahnya perjanjian asuransi karena polis bukan sasatunya alat bukti bagi
tertanggung terhadap penanggung. Secara syaratriahatialam perjanjian
asuransi atau perjanjian pertanggungan adalahlaailah dicapai kata sepakat
para pihak, penanggung maupun tertanggung kedwsudah sepakat atas semua
syarat yang juga sudah disepakati bersama ( 8kirdartono, 1995:123 ).

Perjanjian asuransi pada dasarnya tidak mempumymalitas tertentu,
perjanjian ini termasuk semua syarat-syaratnya rgecaaterial benar-benar
ditentukan oleh para pihak sepenuhnya ( Sri réjeittono, 1995:123 ). Jadi kata
sepakat pada perjanjian asuransi atau perjanjigan@ggungan merupakan dasar
atau landasan yang cukup bagi ada atau tidak adasmenjian asuransi. Dalam
pasal 258 KUHDagang dijelaskan tentang pembuktidanyga persetujuan
asuransi :

“Untuk membuktikan adanya perjanjian asuransi, fiada bukti
tertulis, akan tetapi alat bukti lain akan diizinkpuga, bila ada
permulaan bukti tertulis. Namun demikian janji damrat khusus,
bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam wakintara
pengadaan perjanjian dan penyerahan polisnya, dhlpaltikan
dengan semua alat bukti”.

Dari pasal 255, 257 dan 258 KUHDagang tersebuaslididapat bahwa :

1. Perjanjian asuransi pada hakekatnya bersifat kaakegang artinya setelah
ada sepakat kedua belah pihak untuk mengadakaanasunaka terbentuklah
persetujuan atau perjanjian asuransi.

2. tulisan polis mempunyai sifat khusus, yang berlaidangan tulisan-tulisan
lain sebagai alat bukti, karena adanya hal-hal yaatiak harus dimuat dalam
polis ( Djoko Prakoso, 1997:62 ).
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Dengan demikian, selain kata sepakat antara pdrakpiuntuk suatu
perjanjian asuransi antara penanggung dan tertaggdjperlukan catatan-catatan
atau tulisan untuk membuktikan telah adanya kesdpaktentang perjanjian
asuransi antara kedua belah pihak tersebut, hdigarlukan untuk pembuktian di
kemudian hari apabila terjadi sengketa atau tanjadiisiko yang diperjanjikan.

Menurut keterangan Bapak Erwan Feriyadi, kepala imidtrasi dan
keuangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912r@albember pada tanggal
27 februari 2008, dalam praktek di Asuransi JiwasBma (AJB) Bumiputera
sebelum mengikuti asuransi, calon tertanggung dgkan mengisi suatu formulir
tertentu yang disediakan oleh pihak bumiputera ydisgbut Surat Permintaan
Asuransi Jiwa (SPAJ) yang berisi data-data darmrcakertanggung, pengisian
SPAJ biasanya diikuti oleh pembayaran premi perta@®@AJ oleh pihak
penangung dikirim ke kantor wilayah untuk disetugceptasi) yang kemudian
menunggu waktu tertentu untuk dikeluarkannya polis.

Terjadinya risiko yang diperjanjikan sebelum tempét polis setelah SPAJ
disetujui sangat mungkin terjadi. Upaya pembukbiahwa telah ditutupnya suatu
perjanjian asuransi dalam hal belum keluarnya palih penanggung berdasar
pada pasal 258 KUHDagang yang telah disebut didégemt digunakan alat — alat
pembuktian yang lain, jika ada bukti permulaandbw. Mashudi dan Chidir Ali
(1998: 33) menyebutkan bukti permulaan adalah aktaana dalam perjanjian
diketahui ada 3 bentuk akta :

1. akta otentik : yang dibuat oleh atau di hadapaakadjumum
2. aktaonderhand (akta bawah tangan) yang dibuat dan ditanda
tangani oleh orang atau pihak yang bersangkutan
3. surat-surat lain, misalnya kuitansi, surat-suraigydi buat oleh
makelar dan lain-lain.
Sedangkan yang dimaksud alat pembuktian dapatatlilpada pasal 1865

KUHPerdata, terdiri dari:

1. bukti surat

2. bukti dengan saksi

3. persangkaan — persangkaan

4. pengakuan

5. sumpah

Tertanggung dalam hal mengajukan klaim sedangkés pelum keluar,

mempunyai bukti berupa SPAJ yang dipegang oleh nuguag dan bukti
pembayaran premi pertama sebagai bukti. Menurwl 288 KUHDagang dapat
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diketahui bahwa untuk membuktikan hal ditutupnyajgrgian dititikberatkan
pada alat bukti yang berupa surat atau tulisan.y#ad) diharuskan sebagai alat
bukti yang dapat dipakai dalam membuktikan diadaganperjanjian asuransi
pertama-tama adalah surat atau tulisan sedangibhbuti yang lain hanya dapat
dipakai kalau permulaan pembuktian dengan surathsada.

Tulisan sebagai alat bukti dan dasar pengajuamitaida suatu perjanjian
menurut pasal 255 KUHDagang jelas menjurus padss,pttapi pada pasal
selanjutnya (pasal 258 KUHDagang) tulisan yang #8ud sebagai alat bukti
tidak harus berupa polis. Dalam praktek perjangaaransi, misalnya di AJB
Bumiputera 1912, dapat dilihat bahwa selain poligaj terdapat surat lain
misalnya saja SPAJ, catatan penanggung, bukti pgamdoa premi tertanggung,
catatan dari makelar asuransi (agen), dan laingsé&ig, yang mana dapat
digunakan sebagai pembuktian adanya perjanjiaraasudan dapat digunakan
sebagai bukti dalam pengajuan klaim atau apabit@die sengketa antara
penanggung dan tertanggung.

Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diisigda benar oleh
tertanggung yang didampingi penanggung (agen) dermalis yang dikeluarkan
oleh penanggung merupakan suatu alat bukti yangké&gndalam satu kesatuan
(Sri rejeki Hartono, 1995:134). Hal ini berarti bah SPAJ yang telah diisi dan
ditandatangani oleh tertanggung di bawah pengawgsamanggung adalah
sebagai dasar pembuatan atau dikeluarkannya [&#i8,J dan polis dilekatkan
satu dengan yang lain. SPAJ dalam hal ini dapaatalidan sebagai akta
onderhand yang disetujui oleh para pihak.

Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang dipegang aelmggung dan bukti
pembayaran premi pertama yang dipegang oleh tguamggadalah suatu bukti
yang kuat untuk dapat memproses pengajuan klaimg y@ikakukan oleh
tertanggung apabila terjadi risiko sedangkan padisransi belum keluar. SPAJ
sebagai alat bukti telah terjadinya perjanjian ybaagsi keterangan yang menjadi
dasar dari pembuatan polis, dapat digunakan seladgiabukti tertulis adanya
perjanjian asuransi antara penanggung dan tertaggdbalam hal ini SPAJ
berkekuatan hukum sebagai suatu asmderhand pengganti polis dalam hal

sebagai alat bukti telah adanya perjanjian asurdansisebagai alat bukti dalam
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pengajuan klaim apabila terjadi risiko yang dipejijean antara penanggung dan
tertanggung apabila polis belum keluar sesuai EEAKUHDagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwaryaerikepala
administrasi dan keuangan Asuransi Jiwa Bersamaifuera 1912 Cabang
Jember pada tanggal 27 februari 2008, diketahimvaaSPAJ dapat digunakan
sebagai alat bukti untuk membuktikan telah terjgaiperjanjian asuransi antara
penanggung dan tertanggung. Hal ini karena SPAg glasi dengan lengkap dan
benar maka menurut ketentuan dari pasal 2 syasa&tsyumum polis yang
dikeluarkan Bumiputera, SPAJ tersebut telah menjediar perjanjian asuransi
jiwa antara Bumiputera dengan pemegang polis. $féfshma bukti pembayaran
premi pertama oleh tertanggung dan bukti-bukti lgang dibutuhkan dapat
digunakan untuk pengajuan klaim apabila terjadkeissedangkan polis belum
terbit atau belum keluar.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Erwan Feriyagbalka administrasi
dan keuangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Tibihng Jember pada
tanggal 27 februari 2008 tersebut diatas dan dambahasan yang dilakukan,
penulis dapat mengetahui bahwa di AJB BumiputerB2 1&pabila terjadi risiko
terhadap tertanggung sedangkan polis belum ketlzdam hal pengajuan klaim
dapat menggunakan bukti permulaan berupa tulissums@pa yang diatur dalam
pasal 258 KUHDagang. Dalam praktek, bukti tulisatulkk membuktikan adanya
perjanjian asuransi tersebut adalah berupa Suratiftean Asuransi Jiwa (SPAJ)
yang dikeluarkan Bumiputera sendiri dan bukti peyalban premi pertama yang
ada pada tertanggung. Sehingga dapat diketahuieb&®R#AJ berkekuatan hukum
sebagai suatu akt@mnderhand pengganti polis apabila terjadi risiko yang
diperjanjikan dalam praktek di Bumiputera sesuaitektian pasal 258
KUHDagang.

3.2 Akibat Hukum Apabila Terjadi Risiko Terhadap Tertanggung
Sedangkan Polis Belum Keluar
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992&hg Usaha
Perasuransian, yang berbunyi :

"Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjiarvamiaa pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatka
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kepada pihak tertanggung, dengan menerima premarguuntuk

memberikan penggantian kepada tertanggung karenagifa,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dihamapitau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang muongkan

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pmvestyang tidak

pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran ga@garkan

atas meninggal atau hidupnya seseorang yang digegaagkan”.

Dari pengertian Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nothd@ahun 1992
tentang Usaha Perasuransian, dapat diketahui baperg@anjian asuransi
menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak penangglarmgpihak tertanggung.
Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk memkagar uang
pertanggungan jika suatu risiko terjadi atau paat berakhirnya masa kontrak
asuransi, sedangkan hak yang diterima oleh penagg@dalah menerima
pembayaran premi asuransi dari pihak tertangguagaimggung mempunyai hak
untuk mendapatkan uang pertanggungan jika terjstior yang menimpanya
dan/atau pada saat berakhirnya masa kontrak asde@msnempunyai kewajiban
untuk membayar uang premi asuransi tepat pada mgektu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwaryaéerikepala
administrasi dan keuangan Asuransi Jiwa Bersamaifuera 1912 Cabang
Jember, pada tanggal 27 februari 2008, apabijadiepengajuan klaim oleh
tertanggung sedangkan polis belum keluar, tertamggetap memiliki hak untuk
mendapatkan penggantian kerugian atau klaim tephasi&o yang terjadi sesuai
yang telah diperjanjikan. Agar dapat menerima klamntanggung berkewajiban
memenuhi persyaratan pengajuan klaim sesuai yaegtdkan pihak Bumiputera
dan melakukan pembuktian bersama dengan pihak Buengpterhadap adanya
perjanjian asuransi antara kedua belah pihak demgaicocokkan data-data yang
ada pada kedua belah pihak.

Pihak penanggung dalam masalah pengajuan klaimilagadis belum
keluar ini, menurut Bapak Erwan Feriyadi, kepalaneuistrasi dan keuangan
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jemlpada tanggal 27
februari 2008, berhak meminta tertanggung untuk ungikkan data-data yang
ada padanya untuk dicocokkan dengan data yang ad@a penanggung untuk
membuktikan telah diadakannya perjanjian antara&dxtlah pihak. Penanggung

berhak meminta tertanggung mengisi syarat-syalangkapan pengajuan klaim
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dan memeriksa kelengkapan tersebut secara langslingapangan atau
kenyataannya. Apabila telah terpenuhi semua, pepemgberkewajiban untuk
membayarkan klaim sesuai yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penanggungedamggung secara
langsung berkewajiban untuk saling bekerja sama buktikan telah adanya
perjanjian asuransi antara keduanya. Pembuktiaseliat, dilakukan dengan
mencocokkan data-data atau bukti-bukti yang ada gadua belah pihak dimana
penanggung memegang bukti berupa SPAJ yang ditsingigung dan catatan-
catatan dari agen yang berisi keterangan lain ydipgriukan, sedangkan
tertanggung mempunyai bukti pembayaran premi pertalan kartu identitas
sesuai yang diisikan pada SPAJ.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ErwanyalBeri kepala
administrasi dan keuangan Asuransi Jiwa Bersamaifuera 1912 Cabang
Jember pada tanggal 27 februari 2008, apabiladiaiigiko terhadap tertanggung
sedangkan polis belum diterbitkan tetapi telalaateptasi atau disetujui, dalam
hal pemenuhan klaim tersebut maka tertanggung t@ikga masih dalam masa
observasi atau percobaan, yang mana menurut keatenyang dikeluarkan
Bumiputera dalam rincian polis bahwa polis dikemakaasa observasi atau

percobaan selama 2 tahun sejak polis diterbitkan asuransi berlaku, dengan

ketentuan :

Tahun pertama 60 % dari benefit kematian atau
besarnya pertanggungan

Tahun kedua 80 % dari benefit kematian atau
besarnya pertanggungan

Tahun ketiga dan seterusnya 100 % dari benefit kamaatau
besarnya pertanggungan

Dari wawancara diatas dapat diketahui, bahwa agpgi@hgajuan klaim
pada saat polis belum terbit yang mana dikategoriteamasuk dalam tahun
pertama polis atau perjanjian asuransi tersebupepehan atau pembayaran
klaim hanya 60 % dari besarnya uang pertanggunganas dengan ketentuan

yang ditetapkan oleh Bumiputera. Ketentuan tenfgergbayaran klaim ini hanya
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berlaku di AJB Bumiputera, dalam arti bahwa hallierbeda antara perusahaan
asuransi satu dengan perusahaan asuransi yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ErwaiyaBgr kepala
administrasi dan keuangan Asuransi Jiwa Bersamaifuera 1912 Cabang
Jember pada tanggal 27 februari 2008, pengajuam ldadangkan polis belum
keluar yang dapat dikategorikan termasuk dalam ratsajangka waktu kurang
dari 2 tahun ini, dalam hal pemeriksaan kematidapedngan, yang meliputi
memeriksa keterangan di rumah sakit atau memintardwgan pejabat yang
bersangkutan, berbeda dengan pengajuan klaim yaisgherusia diatas 2 tahun.
Pemeriksaan tersebut yang meliputi pemeriksaarumiiah sakit dan meminta
keterangan pada pejabat yang terkait, selain ditxkwleh kantor cabang tempat
tertanggung mengikuti asuransi juga dilakukan dahtor wilayah untuk lebih
mendapat kepastian.

Dalam hal proses pengajuan dan proses pembayar@am kbleh
penanggung diatas, penanggung dilarang melakukamdakan yang
memperlambat penyelesaian atau pembayaran klailriniheesuai yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992%yaghana dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentamyeRmggaraan Usaha
Perasuransian pasal 23 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Perusahaan asuransi atau perusahaan reasurarsiandil
melakukan tindakan yang dapat memperlambat perajatestau
pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakarm yseiharusnya
dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan pesgian

atau pembayaran klaim”.

Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk melindurigritanggung yang
mengalami kesulitan apabila terjadi risiko yan@ledliperjanjikan.

Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422 T&003 tentang
Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransikgmgdian menjelaskan
lebih lanjut tentang Peraturan Pemerintanh Nomom&3un 1999 diatas, bahwa
tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat gleagian atau pembayaran
klaim antara lain :

1. Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan migmi
penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diidetigan
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meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasderysi
sama.

2. Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan
mengaitkannya pada penyelesaian dan pembayaram klai
reasuransinya.

3. Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakagian
dari penutupan asuransi dengan mengkaitkannya pada
penyelesaian klaim yang merupakan bagian lainparutupan
asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama.

4. Memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian
asuransi, apabila jasa penilai kerugian dibutuhkkeiam
pembayaran klaim yang bersangkutan.

5. Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidedues
dengan praktek usaha asuransi pada umumnya.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya majindpihak
tertanggung yang merupakan pihak yang lemah, ad@pitpihak tertanggung
kadang juga melakukan hal-hal yang menyebabkak tid&®ayarnya klaim atau
lamanya proses pembayaran klaim yang bersangkianurut Safir Senduk

yang mengutip dari Tabloid Nova no. 744/Xllwfvw.google.com/pembayaran

klaim, tanggal 14 februari 2008) beberapa sebadktdi bayarnya klaim atau

lambatnya pembayaran klaim karena tertanggung :

1. Ketidakjujuran nasabah atau tertanggung;
Sebelum seseorang memiliki produk Asuransi Jiwéhb# dulu harus mengisi
Surat Permohonan Asuransi. Dalam Surat Permohcgra@apat pertanyaan-
pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang caleabah/tertanggung, dan
dari jawaban-jawaban itulah Perusahaan Asuransi akelihat apakah akan
memberikan perlindungan Asuransi Jiwa kepada tggiamg atau tidak. Pada
saat mengisi surat permohonan ini seringkali catentanggung tidak
memberikan jawaban yang benar. Misalnya, dalamt ganohonan terdapat
pertanyaan tentang apakah tertanggung pernah didivRumah Sakit dalam
dua tahun terakhir. Jika tertanggung menjawab tigsdahal pernah dirawat di
Rumah Sakit enam bulan lalu misalnya, maka bilgaderkematian pada
tertanggung dan perusahaan asuransi menemukan hadnwabab kematian
tertanggung adalah karena adanya penyakit yan@lperembuat tertanggung
masuk Rumah Sakit sekitar enam bulan lalu, perasalsuransi tidak akan

membayar uang pertanggungan yang mereka janjikan.
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2.Adanya pengecualian oleh Perusahaan Asuransimdatembayar Uang

Pertanggungan,;

Kadang-kadang Perusahaan Asuransi Jiwa tidak mémhemanfaat yang

mereka janjikan bila ternyata penyebab kematiartariggung memang

dikecualikan (dan pengecualian itu ditulis dalarig)oMengenai pengecualian

ini, umumnya Perusahaan Asuransi menetapkan jump&igecualian yang

bervariasi. Akan tetapi, umumnya adalah:

a. Kematian karena bunuh diri

b. Kematian karena orang yang bersangkutan melakikadakt kriminal

c. Kematian karena AIDS

d. Kematian karena penyakit kritis, dimana kematiarjatk pada tahun
pertama dia mengikuti program asuransi dari PeasahAsuransi yang
bersangkutan

e. Kematian karendorce majeure, atau hal-hal yang memang tidak bisa
dihindari, seperti perang, bencana alam, atau hara-

Seringkali pengecualian-pengecualian yang terdajadam polis itu tidak

dibaca oleh tertanggung, sehingga ia merasa daogiketika Uang

Pertanggungan Asuransinya tidak dibayar. Karena gsébaiknya calon

tertanggung membaca polis secara teliti dan kaswedu.

3. Tertanggung terlalu lama mengajukan klaim;

Umumnya, perusahaan asuransi menetapkan batasdn pekgajuan klaim

asuransi. Biasanya, batasan waktu yang ditetapkdalala tiga bulan.

Tertanggung seringkali mengajukan klaim di luar abatwaktu tersebut,

sehingga perusahaan asuransi sulit memenuhinpgkaavaktu pengajuan

klaim dapat dibaca tertanggung pada polis yangydipg olehnya.

4. Syarat-syarat saat pengajuan klaim kurang lgngka

Perusahaan asuransi biasanya meminta sejumlahapsesy saat pengajuan

klaim apabila betul terjadi risiko kematian padaarg yang ditanggung.

Persyaratan-persyaratan itulah yang sering tida&mdihi atau dilengkapi oleh

ahli waris tertanggung, sehingga perusahaan asuests tidak bisa langsung

membayar klaim tersebut.
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5. Tidak dibayarnya premi oleh tertanggung dalamgka waktu yang sudah
ditentukan.
Jika tidak membayar premi sesuai jangka waktu yhiegtukan, bisa saja Polis
Asuransi  menjadi tidak berlaku lagi. Ini berartertanggung tidak lagi
dilindungi asuransi. Pada awalnya, tertanggung najembayar premi, tetapi
pada suatu saat tertentu, premi tidak lagi dibdgdnkan hingga batas waktu
tertentu.

Keterlambatan atau tidak dibayarkannya klaim olefugahaan asuransi,
tidak selamanya karena kesalahan penanggung, &tapi kkadang juga atas
kesalahan tertanggung yang tidak mematuhi ketentyang ditentukan
perusahaan asuransi dalam pengajuan klaim danteteunggung yang tidak
memenuhi kewajibannya dalam pembayaran klaim.

Pengajuan klaim sedangkan polis belum keluar ingnufis dapat
mengetahui bahwa akibat hukum yang ditimbulkaniseteak dan kewajiban
dalam melakukan pembuktian bersama antara pihak i@Biuena sebagai
penanggung dan tertanggung dalam hal membuktikiah tedanya perjanjian
asuransi antara kedua belah pihak tersebut, jugandhal pembayaran klaim
yang tidak sepenuhnya sebesar nilai pertanggungam giperjanjikan atas risiko
yang terjadi. Dalam arti bahwa klaim yang dibayarkanya sebesar 60 % dari
nilai pertanggungan sesuai dengan ketentuan damifuera yang telah
dijelaskan diatas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukatasli penulis menilai
bahwa Bumiputera dalam proses pemenuhan klaim tedkierjasama dengan
tertanggung sesuai dengan proses pengajuan klaing ylitetapkan oleh
Bumiputera dengan tanpa maksud mempersulit tertamggglalam menerima
ganti kerugian atau klaim, dalam arti bahwa Bunepatidak melakukan hal-hal
yang memperlambat pembayaran klaim sesuai yangirdiddlam Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyeleaggadsaha Perasuransian
dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri &syan Nomor 422 tahun
2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dasutdeai. Bumiputera
melakukan kewajibannya membayar klaim sesuai ptoggehgajuan klaim yang
telah disetujui kedua belah pihak.
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3.3 Proses Pengajuan Klaim Apabila Terjadi Risikodengan Bukti Surat
Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwaasperjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undangieagka yang membuatnya,
hal ini juga termasuk perjanjian asuransi didalammyalam pasal 1338 (1) KUH
Perdata tersebut terdapat asas kekuatan mengikgt a@abila dihubungankan
dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihakariggung dan pihak
penanggung terikat untuk melaksanakan ketentuananjen yang telah
disepakati. Dengan kata lain, tertanggung mempulgmidasan hukum untuk
menuntut penanggung melaksanakan prestasinya.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian asuransinddita denagn
pemenuhan kewajiban penanggung untuk memberikati garugian kepada
tertanggung, dimana pemenuhan prestasi terselalt didherikan secara otomatis
tetapi harus memenuhi asas dan syarat-syarattier@ebelum diuraikan proses
pengajuan klaim asuransi jiwa apabila terjadi asskedangkan polis belum keluar
diperlukan pemahaman mengenai prosedur penerimearegang polis pada
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara fabiidalam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwaryaéerikepala
administrasi dan keuangan Asuransi Jiwa Bersamaifuera 1912 Cabang
Jember pada tanggal 27 februari 2008, bentuk pupspeinerimaan pemegang
polis adalah prosedur permohonan untuk menjadi gangepolis, yang meliputi
syarat-syarat formil dan materiil. Syarat formiityasyarat-syarat yang berkaitan
dengan tata cara dan prosedur calon pemegangpaolés Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Jember. Syarat materiil pad@n syarat yang harus
dipenuhi oleh calon pemegang polis setelah memesyhrat formil yang
berkaitan dengan persetujuan-persetujuan yangapkah oleh Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember sdotaen ataupun berdasarkan
suatu pertaturan yang telah ditetapkan. Misalnygembubuhan tanda tangan
pemegang polis pada polis yang diterbitkan ditanbaia materai pada formulir
surat permintaan asuransi jiwa dan pembayaran @i

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ErwaryaEerikepala

administrasi dan keuangan Asuransi Jiwa Bersamaifuera 1912 Cabang
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Jember pada tanggal 27 februari 2008, prosedursgarat-syarat yang harus

dipenuhi dalam permohonan menjadi pemegang paiihadebagai berikut :

a.

Calon pemegang polis yang ingin menjadi pemegatig gatang ke kantor
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jeiiaer dapat juga
melalui agen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera X®4dBang Jember yang
tersebar;

Calon pemegang polis diminta mengisi berkas-berkaperti formulir
permintaan menjadi pemegang polis atau yang dik&umht Permintaan
Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir data calon pemegadjs/ tertanggung,
formulir wawancara penelitian kesehatan dan meimkara foto copy Kartu
Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang patda
dipertanggungjawabkan, misalnya : paspor, SIM dam $ebagainya. Semua
berkas tersebut oleh Asuransi Jiwa Bersama Bunigpui@12 Cabang Jember
telah disediakan dalam bentuk baku atau standarakgn

Apabila proses administrasi tersebut telah seleSsijransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Jember melalui agen peeamtsuransinya akan
melakukan penelitian lapangan yaitu memastikan a@pajang telah diisi
dalam berkas-berkas telah sesuai dengan keada@mmaseya dari calon
pemegang polis. Tujuannya untuk menghindari unsesegatan atau
keterangan yang keliru sesuai dengan Pasal 254b Kitndang-Undang
Hukum Dagang dan menjamin calon pemegang polis yagmgpunyai itikad
baik;

Penelitian tersebut dilakukan secara diam-diamkuntandapatkan informasi
yang diinginkan atau keterangan tersebut sesuajateberkas-berkas yang
diisi oleh calon pemegang polis yang diperoleh dendengan cara tanya
jawab pada tetangga di sekitar tempat tinggal caéonegang polis;

Setelah laporan diterima dan diyakini oleh pihakurassi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Jember akan kebenaran pendisrkas-berkas
oleh calon pemegang polis, selanjutnya akan menduerkas yang terdiri
dari formulir surat permintaan, data calon pemegaoig, lembar wawancara
penelitian produk baru ke kantor Cabang di Malamg d¢antor pusat di

Jakarta untuk mendapat persetujacceptatie). Kantor Cabang di Malang
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akan menerbitkan polis setelah menerima surat fpgus@ dari kantor pusat
yang ditembuskan kepada Kantor Cabang Jember yargrtib calon
pemegang polis telah diakui menjadi pemegang pmdida Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember hingga wipgma syarat
materiil;

f. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jeakagr menghubungi
calon pemegang polis untuk segera menandatanglsypag diterbitkan.

Seperti yang telah dibahas pada poin pembahasaan@er menurut
ketentuan Pasal 255 Kitab Undang - Undang HukumaBadahwa perjanjian
pertanggungan harus dilakukan secara tertulis desghuah akta yang bernama
polis. Namun dalam Pasal 257 ayat 1 Kitab Undandadg Hukum Dagang
menetapkan bahwa suatu perjanjian pertanggungah t@tla segera setelah
adanya kata sepakat bahkan sebelum polis ditargdatanladi polis bukanlah
merupakan syarat sahnya perjanjian, tetapi hanyagse alat bukti adanya
perjanjian pertanggungan. Dipertegas lagi dalanalP258 ayat 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa untukbuleikan adanya
perjanjian pertanggungan harus dibuktikan dengeaat,sakan tetapi semua upaya
pembuktian lain akan diperkenankan bilamana adayean pembuktian dengan
surat.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Erwan Feriyddipala
administrasi dan keuangan Asuransi Jiwa Bersamaifuera 1912 Cabang
Jember pada tanggal 27 februari 2008, apabila faleam keluar maka AJB
Bumiputera memberi kesempatan bagi nasabahnya umemhgajukan klaim
apabila memang terjadi risiko yang diperjanjikajalkeawalnya walaupun polis
belum keluar. Para pihak harus bersama-sama meikdouliahwa telah terjadi
perjanjian asuransi dengan bukti-bukti yang adeapaata pihak, sesuai dengan
yang dijelaskan terlebih dahulu pada pembahasangmtama dan kedua diatas.
Secara umum prosedur pengajuan klaim sebagai beriku
1. Tertanggung mengisi formulir Surat Pengajuan Kladari Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera 1912;
2. Kemudian tertanggung mengisi dan menandatangangatlerbenar Surat

Pengajuan Klaim tersebut dan diserahkan kepadaata§ervis Pemegang
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Polis (SPP) dengan melampirkan syarat-syarat peagaklaim seperti :
kuitansi premi terakhir, polis, foto copy identitastanggung;

3. Petugas bagian Servis Pemegang Polis (SPP) ini mleaeliti kelengkapan
berkas-berkas tersebut;

4. Setelah itu berkas-berkas tersebut diberikan ketpesaha untuk dilakukan
pengecekan ulang kelengkapan dan syarat administg@sg diperlukan
dalam pengajuan klaim, kemudian dilanjutkan ke pepm cabang;

5. Apabila berkas tidak memenuhi syarat, maka ditalak dikembalikan guna
diperbaiki dan dilengkapi oleh tertanggung. Berlkasag dianggap lengkap
diserahkan kepada badan (Asuransi Jiwa BersamapBitena 1912 Cabang
Jember) dan dikirim ke Kantor Pusat Asuransi JiwersBma Bumiputera
1912 di Jakarta (Pasal 11 ayat 2 Syarat-Syarat URnim);

6. Kemudian setelah dinyatakan layak dan sah untukenmaa klaim kantor
pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di rtkakaakan
memerintahkan kepada kantor Asuransi Jiwa Bersammiiitera 1912
Cabang Jember untuk melakukan pembayaran klaimaisengan uang
pertanggungan yang diperjanjikan

Dalam pengajuan klaim asuransi terdapat syaragsygang harus
dipenuhi tertanggung yang dalam praktek berbedaasatu perusahaan asuransi
dengan perusahaan asuransi yang lain tergantungkssmaan yang ditetapkan
perusahaan. Persyaratan tersebut telah sesuaind®agal 305 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang yang memberikan kebebasan &g pihak dalam

perjanjian asuransi jiwa untuk menentukan sendiara-syarat perjanjian dan

besarnya uang pertanggungan. Adapun syarat-syecaras umum yang harus
dipenuhi dalam pengajuan klaim menurut Bumiputeagi iertanggung yang
mengajukan klaim meninggal dunia antara lain :

1. Polis asli atau duplikat polis bila polis asli mitpatau sertifikat
pengganti polis / surat pengakuan utang bila @dismenjadi
jaminan pinjaman.

. Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

. Surat keterangan meninggal dunia dari Lurah/Kepaka yang
dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kematian.

4. Surat Keterangan dari Kepolisian atau pihak yang/éeang

apabila tertanggung meninggal karena kecelakaan.

5. Surat pengajuan klaim meninggal dunia.

w N
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6. Daftar pertanyaan klaim.

7. Surat Keterangan sebab meninggal dunia dari Déktienah
Sakit apabila tertanggung meninggal dunia dari BxdRumah
Sakit apabila tertanggung meninggal dunia dalaravpatan
Dokter/Rumah Sakit.

8. Fotocopy kartu keluarga (bila diperlukan).

9. Surat kuasa dari yang ditunjuk dalam hal yang gitutebih
dari satu dan berhalangan.

10. Surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri apghiig
ditunjuk dalam polis belum cakap bertindak menurut
Hukum/belum dewasa, sedangkan kedua orangtuanya
meninggal dunia.

11. Surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeabita
Pemegang Polis yang ditunjuk menerima santunamdptais
meninggal dunia (http://www. Bumiputera.co.id, diakses
tanggal 14 februari 2008)

Dari syarat-syarat diatas, diketahui bahwa polianmenyai peran yang
sangat penting dalam pengajuan klaim asuransi. ilgppblis belum keluar maka
sebelum melakukan prosedur seperti yang disebutkatas, para pihak dalam
hal ini harus membuktikan terlebih dahulu bahwaltdékrjadi perjanjian asuransi
antara penanggung dan tertanggung. Pembuktian ilmkudan karena tidak
adanya polis yang merupakan bukti telah adanyamjen asuransi yang paling
kuat tapi tidak menutup pembuktian dengan bukti {pasal 258 KUH Dagang).

Pihak tertanggung dalam membuktikan perjanjiars@suai dengan syarat-
syarat diatas telah memenuhi ketentuan yang didelr Bumiputera minus polis,
sedangkan pihak penanggung untuk membuktikan teldAnya perjanjian
asuransi sedangkan polis belum keluar harus bekdasgpada data-data yang
dipegang oleh penanggung antara lain adalah SPAgd yelah diisi oleh
tertanggung pada awal perjanjian dan keterargaeptasi atau persetujuan
menjadi nasabah dari kantor wilayah berdasar pguset kantor pusat beserta
catatan-catatan lain yang ada pada agen.

Berdasar wawancara dan pembahasan yang telahlditakliatas, penulis
dapat mengetahui bahwa Surat Permintaan Asuramgirdierupakan suatu bukti
yang kuat bagi Bumiputera sebagai penanggung umbeknbuktikan telah
terjadinya suatu perjanjian asuransi dengan pibdériggung. Isi atau materi dari
SPAJ sudah memenuhi semua keterangan untuk metkdnuktelah adanya

perjanjian asuransi dan membuktikan keterangankpteaanggung. Apabila



60

tertanggung telah memenuhi syarat —syarat yanh tidatapkan oleh Bumiputera
dalam hal pengajuan klaim di atas walaupun tanpia gang kemudian syarat-
syarat tersebut telah dicocokkan dengan data SBAXeteranganacceptasi atau
persetujuan yang ada di pihak Bumiputera maka peagaklaim dapat
dikabulkan.

Proses pengajuan klaim sedangkan polis belum keluygoenulis setelah
melakukan penelitian di Bumiputera, menemukan pmEbe proses dengan
pengajuan klaim biasa dalam arti polis telah keladalah dengan adanya
pembuktian bersama terlebih dahulu antara pihak iButera sebagai
penanggung dan tertanggung dalam membuktikan telghdinya perjanjian
asuransi antara kedua belah pihak. Juga dalanehaiksaan di lapangan sesuai
ketentuan Bumiputera yang selain dilakukan olehtdagabang jember juga
dilakukan oleh kantor wilayah Malang yang dikareavakimur polis yang kurang
dari 2 tahun. Tertanggung setelah terbukti sebageabah asuransi dari
Bumiputera sebagai penanggung maka mengikuti pvossdanjutnya yang telah
dibahas diatas sesuai ketentuan pihak Bumiputerdukurmendapatkan

pembayaran klaim.
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BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari permasalahan yang telah penulis angkat darbalkeasan yang telah

dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1.

Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) telah bedtakuhukum sebagai
suatu aktaonderhand pengganti polis dalam hal sebagai alat bukti lisrtu
telah terjadinya perjanjian asuransi dan sebagsi lalkti dalam pengajuan
klaim apabila terjadi risiko yang diperjanjikan ar& penanggung dan

tertanggung sesuai pasal 258 KUHDagang.

. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah para pihakkbemjiban melakukan

pembuktian bersama telah adanya perjanjian asuraesigan saling
mencocokkan data-data yang ada pada kedua belak. plhga dalam hal
klaim yang dibayarkan kepada tertanggung hanya 6Q@a¥ nilai uang
pertanggungan sesuai ketentuan pada Asuransi Jiwesafma (AJB)
Bumiputera 1912.

. Perbedaan proses pengajuan klaim sedangkan pdlisn beeluar dengan

pengajuan klaim biasa adalah dengan adanya perabhl¢rsama antara pihak
Bumiputera sebagai penanggung dan tertanggung dadambuktikan telah

terjadinya perjanjian asuransi antara kedua beilahkp dan juga dalam hal
pemeriksaan di lapangan yang selain dilakukan kéelor cabang jember juga

dilakukan oleh kantor wilayah Malang.

4.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan dari permasalan tgdaly dilakukan

diatas, penulis dapat memberikan saran-saran Sdimgaut :

1.

Calon nasabah dalam mengikuti atau menyetujui speatjanjian asuransi
atau perjanjian lainnya hendaknya lebih hati-hati teliti dalam menyetujui
sesuatu hal tersebut agar tidak menyesal dan tiitakul kesulitan

dikemudian hari.

Perlindungan hukum terhadap tertanggung sebagasukeoen perlu lebih
ditingkatkan agar tertanggung sebagai pihak yangmntas dan lemah, dapat

memperoleh hak-haknya sesuai yang diperjanjikan.
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